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PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Lembaga Konstitusional Independen, Komisi Pemilihan Umum
telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang - Undang yang sekaligus telah diubah
denganUndang- Undang. Untuk Undang — UndangNomor 8 tahun 2015 tentang
perubahan atas Undang — UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Menyelenggarakan
Pemilihan Umum secara Nasional dan Lokal. Untuk melakukan implementasi di tingkat
lokal, maka peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menjadi sangat
strategis. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan
eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik,
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Pengertian perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah
langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strateqi,
kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang
bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dituntut untuk
dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk
itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi
kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten
Pasaman Barat melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima)
tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 2020-2024
berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI
Nomor 197.PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2020-2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi

terhadap stakeholders terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data.



Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permalahan di
lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kabupaten Pasaman Barat periode 2020-2024 diharapkan
dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas
dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses

penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Geografis Kabupaten Pasaman Barat

Sebelah Utara . Berbatasan dengan Kabupaten
Mandailing Natal (Provinsi Sumatera
Utara)

Sebelah Selatan . Berbatasan dengan Kabupaten Agam

Sebelah Barat . Berbatasan dengan Samudera Indonesia

(garis pantai £152 km)

Sebelah Timur . Berbatasan dengan Kabupaten Pasaman
Letak Geografis / : 0°33"LU - 0°11"LS
99°10"BT- 100°04"BT
Luas Daerah : 3.887,77 Km2
Ketinggian Dari Permukaan Laut : 0- 2.192 m

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat

1.1.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2019, jumlah penduduk Kabupaten
Pasaman Barat tahun 2019 adalah 443.722 yang terdiri dari laki-laki 224.517 jiwa

dan perempuan 219.205 jiwa, tersebar pada 11 Kecamatan di 19 Nagari.

1.1.3. Parpol Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat yaitu:
1. Partai Kebangkitan Bangsa

2. Partai Gerindra

3. PDI Perjuangan



Partai Golkar
Partai Nasdem
Partai Garuda
Partai Berkarya

Partai Keadilan Sejahtera

© © N o g &

Partai Perindo

10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia

12. Partai Amanat Nasional

13. Partai Hanura

14. Partai Demokrat

15. Partai Bulan Bintang

16. Partai Keadilan dan Persatuan /

(Tidak mengajukan calon)

PARTAI GOLEAR

PARTAI NasDem

iAﬂAl a H ' PARTAI HATI NURANI RAKYAT u
INDONESIA PA N PARTAI BULAN BINTANG

Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONE SIA

Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 40 kursi terbagi menjadi 4 daerah
pemilihan,



Rincian Perolehan Kursi Partai Politik

Setiap Daerah Pemilihan

PEMILU 2019

RINCIAN
NOMOR DAN NAMA
PARTAI POLITIK 1 2 3 4 JUMLAH AKHIR
Pasaman Pasaman Pasaman Pasaman
Barat 1 Barat 2 Barat 3 Barat 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PARTAI
1 | KEBANGKITAN 1 1 0 0 2
BANGSA
2 | PARTAI GERINDRA 1 2 2 2 5
3 | PDI PERJUANGAN 1 1 1 1 4
4 | PARTAI GOLKAR 1 1 2 1 5
5 | Partai NasDem 1 1 0 1 3
6 | PARTAI GARUDA 0 0 0 0 0
7 | PARTAI BERKARYA 0 0 0 0 0
PARTAI KEADILAN
8 SEJAHTERA 1 1 0 1 3
9 | PARTAI PERINDO 0 0 1 0 1
PARTAI
10 | PERSATUAN 0 1 1 0 2
PEMBANGUNAN
PARTAI
11 | SOLIDARITAS 0 0 0 0 0
INDONESIA
PARTAI AMANAT
12 NASIONAL 1 1 1 1 4
13 | PARTAI HANURA 1 1 0 0 2
14. PARTAI
14 DEMOKRAT 1 2 2 1 6
PARTAI BULAN
19 BINTANG 1 0 0 0 1
PARTAI KEADILAN
20 | DAN PERSATUAN 0 0 0 0 0
INDONESIA
JUMLAH SELURUH
KURSI PARTAI POLITIK 10 12 10 8 40




1.2. Struktur Organiasisasi KPU Kabupaten Pasaman Barat

KPU Kab. Pasaman Barat merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang

bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab
kepada Ketua KPU Pusat.

STRUKTUR ORGANIASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Pasaman Barat

DIVISI
KEUANGAN,
UMUM
LOGISTIK DAN
RUMAH
TANGGA

DIVISI TEKNIS
PENYELENGGA
RAAN

DIVISI
PERENCANAAN
DATA DAN
INFORMASI

DIVIST HUKUM
PENGAWASAN

KETUA KPU

DIVISI

PENDIDIKAN
PEMILIH,

PARTISIPASI

SOSIALISASI,

PEMILIH SDM

N
KPU Kab. Pasaman Barat dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Alharis
dan 4 orang anggota yaitu Wanhar, Alfi Syahrin, Adri dan Misdarliah.

Tabel: 1
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Pasaman Barat

Alharis, S.Pd

Ketua KPU (Divisi Keuangan, Umum, Logistik,
dan Rumah Tangga

Divisi

Wanhar, S.Pd.|

Divisi Hukum dan Pengawasan




Nama

Divisi

Nama

Divisi

Nama

Divisi

Alfi Syahrin, S.Pd

Perencanaan, Data dan Informasi

Adri, S.Sos.l., MA

Teknis Penyelenggaraan

Misdarliah, S.Pd

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi
Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;

TABEL : 1.2

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA KECAMATAN

No Nama Wilayah Koordinasi

1 Alharis, S.Pd 1. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
2. Kecamatan Gunung Tuleh

2 Wanhar, S.Pd.I 1. Kecamatan Sungai Aur
2. Kecamatan Lembah Melintang
3. Kecamatan Koto Balingka

3 |Alfi Syahrin, S.Pd 1. Kecamatan Pasaman
2. Kecamatan Talamau

4 |Adri, S.Sos.l.,, MA 1. Kecamatan Kinali
2. Kecamatan Luhak Nan Duo

5 Misdarliah, S.Pd 1. Kecamatan Ranah Batahan
2. Kecamatan Sungai Beremas




Tabel :1.3

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

MASA BAKTI 2018-2023

No Divisi Uraian Tugas

1. Divisi Keuangan, | Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,
Umum Logistik dan | menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,
Rumah Tangga supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
Alharis, S.Pd (Ketua)

Misdarliah, S.Pd 1. administrasi perkantoran, rumah tangga,
(Wakil) dan kearsipan;
2. protokol dan persidangan;
3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik
Negara;
4. pelaksanaan, pertangung jawaban, dan
pelaporan keuangan;
5. pengusulan peresmian keanggotaan dan
pelaksanaan sumpah/janji DPRD
Kabupaten/Kota; dan
6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa,
serta distribusi logistik Pemilu dan
Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, | Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,
Pendidikan  Pemilih, | menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,
Partisipasi supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
Masyarakat, dan
Sumber Daya
Manusia, 1. sosialisasi kepemiluan;

Misdarliah.S.Pd 2. Bgmﬁ;ﬁgy masyarakat dan pendidikan
(Ketua) 3. publikasi dan kehumasan;
. . 4. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
Alharis, S.Pd - (Wakil) 5. kerja sama antar lembaga;
6. pengelolaan dan penyediaan informasi
publik;
7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja

sumber daya manusia;
9. pengembangan budaya kerja dan disiplin
organisasi;
10. pendidikan dan pelatihan, serta
pengembangan sumber daya manusia;

11. penelitian dan pengembangan kepemiluan;
dan

12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya
manusia.




No Divisi Uraian Tugas
3. Divisi Perencaan, | Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,
Data dan Informasi. menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,
supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
Alfi ~ Syahrin, S.Pd
(Ketua)
Adri, S.Sos.l., MA 1. menjabarkan program dan anggaran;
(Wakil) 2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian
kepemiluan;
3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian
program dan anggaran;
4. pemutakhiran dan pemeliharaan data
pemilih;
5. sistem informasi yang berkaitan dengan
tahapan Pemilu;
6. pengelolaan aplikasi dan jaringan
teknologi dan informasi; dan
7. pengelolaan dan penyajian data hasil
Pemilu nasional
4. Divisi Teknis Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,
Penyelenggaraan menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,
supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
Adri, S.Sos.l., MA
(Ketua)
Wanhar, S.Pd .| 1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi
(Wakil) kursi;
2. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. pemungutan, penghitungan suara, dan
rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. penetapan hasil dan pendokumentasian
hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. pelaporan dana kampanye; dan
7. penggantian antar waktu anggota DPRD
Kabupaten/Kota
5. Divisi Hukum dan | Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,
Pengawasan. menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,
supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
Wanhatr, S.Pd.l
(Ketua)

Alfi Syahrin, S.Pd
(Wakil

=

penyusunan rancangan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota;

telaah hukum dan advokasi hukum;
dokumentasi dan publikasi hukum;
pengawasan dan pengendalian internal;
penyelesaian sengketa proses tahapan,
hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non
tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan.

6. penanganan pelanggaran administrasi,
Kode Etik, dan Kode Perilaku yang
dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

aObrwN




Dalam melaksanakan tugas di KPU Kabupaten Pasaman Barat di bantu oleh Sekretariat

KPU Kab. Pasaman Barat sampai dengan bulan Mei 2022 adalah sebanyak 23

orang dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan

dimiliki KPU sebanyak 15 (sembilan) orang

2. Pegawai dengan status honor rutin sebanyak 8 (enam) orang

1.3. Potensi dan Permasalahan

1.3.1. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pasaman

Barat diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat

menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat’, dipengaruhi oleh 7 (tujuh)

aspek/dimensi — dimensi organisasi, yaitu:

1.

N o g~ w D

Aspek Kelembagaan;

Aspek Sumber Daya Manusia;

Aspek Kepemimpinan;

Aspek Perencanaan dan Anggaran;

Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;

Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi

permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi

(kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan

tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan
mandiri (S1).

Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan
berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).

Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata
Kelola Pemilu (S3)

Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga
memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan
Pemilu Serentak (S5).

Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).



KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya (S7).
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan

Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1.

10.

11.

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh
untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
(W1).

Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detalil
dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan
organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia
yang tinggi (W2).

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah
(W4).

Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan
tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada
organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban
kerjanya (W6).

Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi (W8).

Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP)
untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).

Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih
banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum
mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).

Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan
secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
(W11).

10



1.3.2. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
Barat 2020 2024.

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang
(opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu
Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).

2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan
masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan
Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat,
sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

4. Rencana pemindahan lbu Kota Negara baru (O4).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats)
yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya.
Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi
maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus
diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat

dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan

sebagainya (T1).

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam
mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).

3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariatif yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).

4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum
optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum
memiliki akses internet) (T4).

5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu
Serentak (T5).

6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).

7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi
dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
Biaya politik tinggi (T8).

9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan
diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).

10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang

belum terintegrasi (T10).
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11.

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya,

sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).

12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.3 Analisis Deskriptif SWOT

Tabel 1 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

POTENSI KEKUATAN

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat
nasional, tetap dan mandiri (S1).

2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya
Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang
pendidikan dan usia (S2).

3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat
meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif
kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi
untuk membangun kepercayaan publik (S4).

5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki
kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).

6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah,
gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia (S6).

7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).

8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

guna

PELUANG

1.

2.

Keberadaan Komisi  Pemilihan
Umum diatur dalam konstitusi (O1).
Tingginya animo masyarakat dalam
Pemilu serta tingginya harapan
masyarakat kepada Komisi
Pemilihan Umum untuk
menyelenggarakan Pemilu
Serentak yang Langsung Umum
Bebas rahasia jujur dan adil (O2)
Perkembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) yang pesat,
sehingga kehidupan masyarakat
semakin digital (O3)
Rencana pemindahan
Negara Baru (O4)

Ibu Kota

Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU,
tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga
dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui
strategi, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen
kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit
system).

2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU
secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan
publik bagi masyarakat.

3. Meningkatkan transparansi dan
pengelolaan administrasi keuangan KPU.

4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan
dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi
serta teknologi informasi secara berkelanjutan yang
terintegrasi.

6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap
jenis layanan yang diberikan.

7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta
pengawasan Kkegiatan-kegiatan di lingkungan KPU
secara berkesinambungan.

8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan
(hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru.

akuntabilitas

Tabel 2 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

| PERMASALAHAN/KELEMAHAN
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N

10.

11.

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di
utilisasi secara penuh untuk mempermudah
pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
(W1).

Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat
Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang
besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya
Manusia yang tinggi (W2).

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja
organisasi (W3).

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja
organisasi masih lemah (W4).

Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi
Pemilihan Umum merupakan tenaga yang
diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan
kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda
(W5).

Jumlah dan Komposisi pegawai belum sesuai dengan
tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
Anggaran yang tersedia belum memadai
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar
pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak
yang diberikan (W9).

Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan
gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah
daerah setempat, sehingga belum mendukung
kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).

Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola
logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat
jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
(W11).

bagi

PELUANG

1.

2.

Keberadaan  Komisi ~ Pemilihan
Umum diatur dalam konstitusi (O1).
Tingginya animo masyarakat dalam
Pemilu serta tingginya harapan
masyarakat kepada Komisi
Pemilihan Umum untuk
menyelenggarakan Pemilu Serentak
yang langsung umum bebas rahasia
jujur dan adil (02).

Perkembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) yang pesat,

sehingga kehidupan masyarakat
semakin digital (O3)
Rencana pemindahan Ibu Kota

Negara baru (04)

Mengatasi

kelemahan guna mampu memanfaatkan

peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui
strategi:

1.

Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data
dan informasi secara berkala serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi.

Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap
kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.

Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai
pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon
(jabatan).

Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU
secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat.

Menyelenggarakan tata kelola/manajemen
kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit
system).

Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku
kepentingan baik pada tahap persiapan,
penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
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7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan
dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap
jenis layanan yang diberikan.

9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset
KPU secara optimal.

10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik
Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah,
tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran

Tabel 3 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Pasaman Barat

POTENSI KEKUATAN
1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat
nasional, tetap dan mandiri (S1).

2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya
Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang
pendidikan dan usia (S2).

3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna
meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).

4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat
Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih
tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).

5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki
kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).

6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah,
gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia (S6).

7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).

8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

ANCAMAN

1. Perkembangan masyarakat yang
menjadi basis pemilih pada Pemilu
sangat dinamis, akibat perubahan
lokasi (mutasi), perkembangan umur
dan sebagainya (T1).

2. Peran media massa, khususnya
media online sangat besar dalam
mempengaruhi penyebaran
informasi palsu (hoax) di masyarakat
(T2).

3. Kondisi geografis dan iklim wilayah
Indonesia yang bervariatif yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan
distribusi logistik Pemilu (T3).

4. Infrastruktur Teknologi Informasi
Komunikasi di beberapa wilayah
belum optimal mendukung Pemilu
(44,16% Kabupaten/Kota di
Indonesia belum memiliki akses
internet) (T4).

5. Tingginya dinamika politk dan
regulasi dalam penyelenggaraan
Pemilu Serentak (T5).

Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi
yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui
strategi :

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan
informasi  secara  berkala serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi
secara berkelanjutan yang terintegrasi.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan administrasi keuangan KPU.

3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan
penganggaran, koordinasi antar lembaga.

4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik
Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah,
tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan
keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum,
advokasi hukum, dan penyuluhannya.

6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal
untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum,
bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan
berintegritas.

7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan
berkelanjutan.

8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan
Pemilu.
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6. Tingginya resiko kecurangan saat
rekapitulasi suara (T6).

7. Kualitas representasi, baik dalam
proses rekrutmen, kaderisasi dan
kandidasi dalam partai politik masih
menciptakan jarak antara wakil dan
konstituen (T7).

. Biaya politik tinggi (T8).

. Masih terdapatnya ancaman
kebebasan berpendapat, intoleransi,

dan diskriminasi terhadap berbagai
perbedaan (T9).

10. Pengelolaan informasi dan
komunikasi publik di Pusat dan
daerah yang belum terintegrasi (T10).

11. Pandemi Covid-19 di Indonesia
belum dapat dipastikan masa
berakhirnya, sehingga
mengakibatkan penundaan Pilkada
2020 (T11).

12. Pengurangan anggaran akibat
pandemi Covid-19 (T12).

©

9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku
kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.

10.Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

11.Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan
penganggaran, koordinasi antar lembaga.

12.Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset
KPU secara optimal.
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Tabel 4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Pasaman Barat

PERMASALAHAN/KELEMAHAN

1. Kemajuan Teknologi Informasi belum diutilisasi
secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan
tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).

2. Belum ada standar Operasional Prosedur (SOP)
serta peraturan yang detail dan mudah dipahami,
mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan
organisasi yang besar dengan tingkat
keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi
(W2).

3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada
inefisiensi kinerja organisasi (W3).

4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja
organisasi masih lemah (W4).

5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi
Pemilihan Umum merupakan tenaga yang
diperbantukan, sehingga menimbulkan
ketergantungan kepada organisasi lain, serta
adanya loyalitas ganda (W5).

6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai

dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).

. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).

. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (\W8).

9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun
Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk layanan
Pemilu Serentak yang diberikan (W9).

10.Status atas kepemilikan atas tanah, bangunan
gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki
oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum
mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum
(W10).

11.Belum optimalnya kapasitas SDM dalam
mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat
waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan
tepat sasaran (W11).

oo ~

ANCAMAN

1. Perkembangan masyarakat yang
menjadi basis pemilih pada
Pemilu sangat dinamis, akibat
perubahan lokasi (mutasi),
perkembangan umur dan
sebagainya (T1).

2. Peran media massa, khususnya
media online sangat besar dalam
mempengaruhi penyebaran
informasi  palsu (hoax) di
masyarakat (T2).

3. Kondisi geografis dan iklim
wilayah Indonesia yang bervariatif
yang berpengarug terhadap
pelaksanaan distribusi logistik
Pemilu (T3).

4. Infrastruktur Teknologi Informasi
Komunikasi di beberapa wilayah

Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan
ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi
KPU, dengan strategi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi
serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu
berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan
yang terintegrasi.

2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan
keputusan KPU, pendokumentasian informasi
hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

3.Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai
pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon
(jabatan).

4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan
aset KPU secara optimal.

5.Menyelenggarakan pembinaan sumber daya
manusia KPU.

6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara
optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung,
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belum optimal mendukung Pemilu
(44,16%  Kabupaten/Kota  di
Indonesia belum memiliki akses
internet) (T4).

5. Tingginya dinamika politik dan
regulasi dalam penyelenggaraan
Pemilu Serentak (T5).

6. Tingginya resiko kecurangan saat
rekapitulasi suara (T6).

7. Kualitas representasi, baik dalam
proses rekrutmen, kaderisasi dan
kandidasi dalam partai politik
masih menciptakan jarak antara
wakil dan konstituen (T7).

8. Biaya politik tinggi (T8).

9. Masih  terdapatnya ancaman
kebebasan berpendapat,
intoleransi, dan diskriminasi
terhadap berbagai perbedaan
(T9).

10. Pengelolaan  informasi  dan
komunikasi publik di Pusat dan
daerah yang belum terintegrasi
(T10).

11. Pandemi Covid-19 di Indonesia
belum dapat dipastikan masa
berakhirnya, sehingga
mengakibatkan penundaan
Pilkada 2020 (T11).

12. Pengurangan anggaran akibat
pandemi Covid-19 (T12).

umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel,
dan berintegritas.

7.Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola
logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat
jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat
sasaran.

8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku
kepentingan baik pada tahap persiapan,
penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.

9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

10. Meningkatkan partisipasi penyusunan
perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar
lembaga.

11. Penyusunan regulasi tentang penetapan
penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan
dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian
atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami
bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan
keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka Rencana Strategis KPU 2020-2024

atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;

o~ WD

Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
Meningkatkan investasi aset teknologi;
Menyiapkan payung/dasar hukum; dan

Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.
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BAB I
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pasaman Barat

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat adalah " Terwujudnya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara Pemilihan
Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi
terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang
dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020 — 2024.
Dalam upaya mencapai visi diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat,
melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, selain itu misi KPU Kabupaten
Pasaman Barat:

1. membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
Pemilihan Umum.

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyar Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil,
akuntabel, edukatif dan beradab.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,
efisien dan efektif.

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara
adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Meningkatkan kesadaran politik Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat
untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-

cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
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Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang
hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri professional dan

berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan

efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan
Adil

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan

dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum

yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1.Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2.Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

3.Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu
Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”’, yaitu:
1.Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh
lapisan masyarakat; dan
2.Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan
Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta
dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu
Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya
Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa
hukum yang baik.”

BAB Il
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ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT 2020-2024

1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan
demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk
menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya.
Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan
hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak
berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih)
merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat
beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan
suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari
kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu
dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut
rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan
kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan
konstituen;

2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan
secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata
nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat,
intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan
persatuan dan kesatuan bangsa; dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum
terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas
SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum
optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi
dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh,

“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah

menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:
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1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:

Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
Pemantapan demokrasi internal parpol;
Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan

Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:

Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan

Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:

yaitu

Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan
konten dan akses;
Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga
Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Dalam RPJM 2020-2024 terdapat dua kegiatan prioritas yang terkait dengan KPU,

Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan

Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPIJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan

Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU vyaitu:

1.

2
3.
4

Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
Ketersediaan Logistik Pemilu;
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam kegiatan Prioritas “ Penguatan

Kesetaraan dan Kebebasan’ dan terkait dengan KPU, yaitu:

1.

2
3.
4

Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;

Penididikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;

Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan

Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Adapun yang menjadi Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dikelompokkan ke

dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi

dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
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m.

Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar ( merit system);
Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan
peraturan yang ditetapkan;

Menyusun SOP setipa eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator
kinerjanya di setiap eselon (jabatan);

Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang
diberikan;

Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan
administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;

Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang
terintegrasi;

Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar
lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan
kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;

Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran
sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan

Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan

arah kebijakan:

a.

Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota);

Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada
tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya
Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan
berintegritas;

Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan

secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
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1.2.

e.

Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
dan

Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Dan Strategi KPU Kabupaten Pasaman Barat

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan

Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun

Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel

12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah

pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan

Umum kedepan, yakni:

1.

Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

a.

Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan
peraturan yang ditetapkan;

Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator
kinerjanya di setiap eselon (jabatan);

Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang
diberikan;

Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan
administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;

Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang
terintegrasi;

Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar
lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-
kegiatan di lingkungan KPU,;

Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran
sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan

Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
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2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan
arah kebijakan:

a. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota);

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada
tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya
Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan
berintegritas;

d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan
secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
dan

f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

1.3. Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi

untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-
undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut
ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat
dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis
penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan
kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024
untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu
serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;

2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Umum Serentak; dan

3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan
Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam,

kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.
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1.4. Kerangka Kelembagaan

Selaras dengan agenda KPU RI, KPU Kabupaten Pasaman Barat juga
mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu
untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut
meliputi organisasi KPU Kabupaten Pasaman Barat itu sendiri, hubungan antar lembaga
penyelenggara pemilu di tingkat Kota dan badan ad hoc, serta sumber daya manusia di
lingkungan KPU Kabupaten Pasaman Barat. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan

dalam rangka penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Pasaman Barat yakni:

a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik ditingkat
pusat provinsi maupun badan ad hoc serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten
Pasaman Barat;

b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU
Kabupaten Pasaman Barat;

c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan
lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis,
harmonis, efektif dan efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang
professional,berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi
dan misi organisasi KPU dengan baik;

e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya
meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara
berkualitas;

f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan
stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan

g. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU
Kabupaten Pasaman Barat untuk peningkatan kualitas penyelenggaran pemilu adalah
dengan cara membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik
langsung maupun langsung dalam setiap tahapan pemilu. Lembaga tersebut di

antaranya sebagai berikut:

a. Lembaga perbankan untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan.
b. Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat untuk pemasangan alat peraga kampanye.
c. Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat untuk kerjasama pembuatan surat

keterangan tidak pernah dipidana untuk penyelenggara di tingkat kecamatan dan

nagari.
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Polres Kabupaten Pasaman Barat untuk kerjasama pembuatan SKCK untuk
penyelenggara di tingkat kecamatan dan nagari.

Puskesmas untuk kerjasama pembuatan surat keterangan sehat untuk
penyelenggara di tingkat kecamatan dan nagari.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat untuk perekrutan badan adhock.

IDI (lkatan Dokter Indonesia) dan RSUD Kabupaten Pasaman Barat untuk
kerjasama pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati.

Media massa untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
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4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau
organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU

Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 2020 - 2024 disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020 - 2024

2021 2022 2023

Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan

Terwujudnya
kebijakan bidang

Persentase
naskah akademik

politik yang kuat Peraturan KPU 80% | 80% | 85% | 85% | 90%
yang berbasis riset
kepemiluan
Terwujudnya Sistem Persentase 20% | 25% | 30% | 35% | 40%
Informasi mengenai informasi
Partai Politik yang mengenai partai
andal dan berkualitas | politik yang
mutakhir dan
dipublikasikan
pada publik
Terwujudnya Sumber | Indeks Reformasi 76 77 78 79 80
Daya Manusia dan Birokrasi
lembaga KPU yang Nilai Akuntabilitas
Berkualitas Kinerja B B B B B
OpiniBPK atas | \vrp | \wrp | wrp | wTp | wTp
Laporan Keuangan
Nilai Keterbukaan | 1 5404 | 10006 | 100% | 100% | 100%

Informasi Publik

2. Menyelenggarakan Pemilu Ser

entak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.

Terwujudnya Persentase
Kesadaran Pemilih, | Partisipasi 775 | 775 | 775 | 775 77 5%
Kepemiluan dan| Pemilih dalam % % % % '
Demokrasi yang tinggi| Pemilu/Pemilihan
untuk seluruh lapisan| persentase
masyarakat Partisipasi Pemilih | __o | oo | o0 | 2700 | 7704
Perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan
Persentase
Partisipasi Pemilih
Disabilitas 7% | 77% | 77% | 77% | 77%
dalam
Pemilu/Pemilihan
Terwujudnya Persentase
koordinasi Pemilih yang
penyelenggaraan Berhak Memilih 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 0.16%
kepemiluan yang| Tetapi Tidak % % % % '
sesuai dengan Standar| Masuk dalam
Pelayanan Publik, | Daftar Pemilih
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disertai  pengelolaan
data dan informasi
serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu
berbasis teknologi
informasi yang
terintegrasi

Tetap

Persentase KPU,
KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan
jadwal dan
ketentuan yang
berlaku

100%

100%

100%

100%

100%

3. Mewu

judkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Juju

r dan Adil

Terwujudnya Pemilu
Serentak yang aman
dan damai disertai
penyelesaian
sengketa hukum yang
baik

Persentase KPU,
KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota

yang

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
Sengketa Hukum
yang
dimenangkan
KPU

89%

89%

89%

89%

90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 — 2024 disajikan

pada Tabel 9, sebagai berikut :

Tabel 6 target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 — 2024

. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Terlaksananya
fasilitasi lembaga
riset kepemiluan

Persentase
fasilitasi
kerjasama KPU

85%

85%

85%

85%

85%
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dan
operasionalisasinya

dengan lembaga
riset kepemiluan

Meningkatnya Persentase
Kapasitas SDM yang | kesesuaian
Berkompeten kompetensi
pegawai 90% | 95% | 95% | 100% | 100 %
terhadap standar
kompetensi
penugasannya
Terwujudnya Persentase
Dukungan Sarana Tersedianya
dan Prasarana Guna | Sarana dan
Meningkatkan Prasarana untuk
Egﬂncaraﬂ Tugas '\K/';g;i?#:r'] 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
Kerja Pegawai
yang
Berfungsi dengan
Baik
Meningkatnya Nilai Evaluasi
Akuntabilitas atas
Keuangan dan Akuntabilitas B B B B B
Kinerja KPU Kinerja
KPU
Opini BPK atas
Laporan WTP |WTP |WTP |WTP | WTP
Keuangan
KPU
Nilai Evaluasi
atas
Pelaksanaan 76 |77 |78 |79 80
Reformasi
Birokrasi
KPU
Terwujudnya Data Persentase KPU
Pemilih secara Provinsi/Kabupat
Berkelanjutan en/Kotayang | 16400 | 10006 | 100% | 100% | 100 %
memutakhirkan
Data Pemilih
Tepat Waktu
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
Terwujudnya Jumlah Fasilitasi
kerjasama dengan Kerjasama
lembaga Dengan
Penyelenggara Instansi Terkait 15 15 18 20 25
Pemilu baik di dalam | Dalam kegiat | kegia | kegia | kegia | kegia
maupun di luar Rangka an tan tan tan tan
negeri Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi
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Terwujudnya Jumlah revisi
rencana kerja dan yang dilakukan
anggaran KPU, KPU | terhadap rencana
Provinsi/KIP Aceh kerja yang telah skali |8 kali 10 10 12
dan KPU/KIP ditetapkan kali kali kali
Kabupaten/Kota
yang efektif dan
efisien
Terwujudnya sistem | Persentase
administrasi laporan
peny_elenggaraa_n monltorl_ng dan 7506 | 759% | 75% | 75% 7506
Pemilu yang tertib, evaluasi yang
efektif dan efisien akuntabel dan
tepat waktu
Persentase KPU,
KPU
Provinsi/KIP
Aceh dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota | 90% 90% | 90% | 90% 90%
yang target
kinerjanya
tercapai sesuai
dengan perjanjian
kinerja
Persentase
Dokumen RDP
yang Tersedia 80% |85% |85% |85% 85%
dengan Tepat
Waktu
Terwujudnya Persentase KPU
Reformasi Birokrasi | Provinsi, KPU
di KPU Provinsi dan | Kabupaten/Kota
KPU yang ditunjuk
Kabupaten/Kota sepagal pilot 70% | 80% | 90% | 100% 100
project yang
mendapat nilai
minimal B untuk
penilaian mandiri
RB
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya tertib | Persentase
administrasi dan pegawai yang
pengelolaan_sumber mendapatkan 975 975 |975 |975 975
daya manusia layanan _ % % % % %
kepegawaian
secara tepat
waktu dan akurat
Persentase
Penegakkan 90% | 90% |90% |90% | 90%
Disiplin
Pegawai
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Terlaksananya
Layanan Pengadaan

Persentase
Pegawai yang

Akuntabel Pegawai | Terseleksi secara| 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
secara Transparan | transparan dan
dan akuntabel Akuntabel
Persentase
Pegawai
Pemerintah
dengan
Eiﬁﬁ?&a&ppm 40% | 60% |80% |90% | 100 %
yang diseleksi
melalui Peraturan
Perundang-
Undangan
Terlaksananya Persentase
Proses seleksi Anggota
Anggota KPU, KPU KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh Provinsi/KIP
dan KPU/KIP Aceh dan
Kabupaten/Kota KPU/KIP 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
Sesuai Peraturan Kabupaten/Kota
PerundangUndanga | yang diseleksi
n yang sesuai dengan
Berlaku periode masa
jabatan dan PAW
Tersedianya data Persentase
dan informasi Pegawai yang
kepegawaian Tercatat secara
akurat dalam
Data Base 50% 70% | 80% | 90% 95%
Kepegawaian
berbasis
teknologi
informasi
Tersedianya Jumlah
Pedoman Bidang Rancangan
: . 8 8 8 8
Kepegawaian Peraturan/Kebijak 8 ranc
ranca | ranca | ranca | ranca
an ngan |ngan | ngan | ngan angan
Bidang
Kepegawaian
Tersedianya Jabatan | Persentase PNS
Fungsional Penata | yang menduduki
Kelola Pemilu (JF Jabatan
PKP) sesuai Fungsional
peraturan Penata
perundang- Kelola Pemilu (JF | 40% | 60% | 80% |90% | 100 %
undangan yang PKP) yang
berlaku diseleksi sesuai
peraturan —

undangan yang
berlaku
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iemb?ntukan Badan Jlérgll?(h badan 549 549 549 549 §4l5<)t
enyelenggara acdhok yang Sakter | Sakter| Sakter| Sakter| 3¢
Adhok dipersiapkan dan . . ) . r
. (Nasio | (Nasio| (Nasio| (Nasio :
dibentuk (Nasi
nal/ nal/ nal/ nal/
: . . . onal/
Provin | Provin| Provin| Provin .
. . . . Provin
si/ si/ si/ si/ i/
Kabup | Kabup | Kabup | Kabup
Kabu
aten/ | aten/ | aten/ | aten/ paten/
Kota) | Kota) | Kota) | Kota) Kota)
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
Meningkatnya Persentase
pembinaan Pejabat
perbendaharaan Perbendaharaan
yang
menyelesaikan 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
pertanggungjawa
ban penggunaan
anggaran sesuai
ketentuan
Terlaksananya Jumlah laporan
sistem akuntansi dan | sistem akuntansi 2lap | 2Lap | 2Lap | 2Lap | 2 Lap
pelaporan keuangan | dan pelaporan
keuangan
Tersusunnya Jumlah draft
Petunjuk juklak/juknis 2 2 2
2 . . . 2
pengelolaan pengelolaan .| Jukni | Jukni | Jukni .
. . Juknis Juknis
keuangan di keuangan di S S S
lingkungan KPU lingkungan KPU
Terselesaikannya Persentase
permasalahan permasalahan
pengelolaan dalam
keuangan pengelolaan 80% | 85% | 85% | 90% | 90%
keuangan yang
dapat
diselesaikan
Tersusunnya laporan | Persentase KPU
pertanggungjawaban | Provinsi dan KPU
penggunaan Kabupaten/Kota
anggaran yang
Menyampaikan
Laporan
Eg:anggungjawa 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
Penggunaan
Anggaran
berbasis
SIMONIKA yang
Tepat
Waktu dan Valid
Terwujudnya Pers_ent_ase KPU 98% 98% | 98% | 98% | 98%
Provinsi dan KPU
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Pengelolaan Barang
Milik Negara sesuai
dengan Peraturan
dan Perundangan
yang berlaku

Kabupaten/Kota
yang Patuh dan
Tertib dalam
Pengelolaan
Barang Milik
Negara yang
Material

Jumlah Laporan
Barang Milik
Negara
Berdasarkan
SIMAK

BMN yang
Datanya
Sesuai dengan
Data

SAK

5 Lap

5 Lap

5 Lap

5 Lap

5 Lap

4. Penyelenggaraan Operasional

dan Dukungan Sarana Pras

atana Kantor

Meningkatnya
Kualitas Tata Kelola
Administrasi
Persuratan dan
Pengelolaan Arsip

Jumlah
rancangan
Peraturan KPU/
Keputusan KPU
tentang kearsipan
yang telah
disusun

Ranc
angan

Ranc
anga

Ranc
anga

Ranc
anga

Ranc
angan

Persentase KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
yang

Mengelola Arsip
Inaktif Sesuai
aturan kearsipan

87.5
%

87.5
%

87.5
%

87.5
%

87.5
%

Terwujudnya
Dukungan Sarana
dan Prasarana guna
Meningkatkan
Kelancaran Tugas
KPU

Persentase
sarana
transportasi untuk
mendukung
kinerja pegawai
yang berfungsi
dengan baik

100%

100%

100%

100%

100 %

Persentase
fasilitas
perkantoran
untuk mendukung
kinerja pegawai
yang berfungsi
dengan baik

100%

100%

100%

100%

100 %

Persentase
Gedung dan
Gudang KPU,
KPU Provinsi dan
KPU Kab/Kota
yang berfungsi
dengan baik

100%

100%

100%

100%

100 %
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Meningkatnya
Kualitas Layanan
Persidangan dan

Persentase
ruangan rapat
yang digunakan

Protokol tidak ada yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
bersamaan
dalam waktu dan
tempat
Persentase Hasil
Rapat Pleno yang
ditindaklanjuti
paling 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
lambat 4 hari
kerja
Terwujudnya Persentase
Keamanan dan gangguan
Ketertiban di keamanan dalam
lingkungan lingkungan
KPU/KPU KPU/KPU 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
Kabupaten/Kora Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota
yang dapat
ditanggulangi
Terwujudnya Persentase
Dukungan Sarana sarana
dan Prasarana guna | transportasi untuk
Meningkatkan mendukung 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Kelancaran Tugas kinerja pegawai
KPU yang dapat
dipenuhi
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wil I, Il dan IlI
Meningkatnya Persentase
efektivitas penurunan nilai
pengawasan internal | temuan hasil
dan eksternal di pemeriksaan
lingkungan KPU internal dan 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
eksternal
terhadap
Realisasi
Anggaran
Meningkatnya Nilai Maturitas
Penyelenggaraan SPIP 3,2 3,3 3,4 34 |35
SPIP
Meningkatnya Nilai IACM
kompetensi aparat (Kapabilitas
pengawasan dan APIP) 3 3 3 3 3.4
efektifitas sistem
pengendalian
internal
Terwujudnya Persentase
penyel_enggaraan pengaduan 90% | 90% | 90% | 90% | 95%
pemerintahan yang | masyarakat yang
ditindaklanjuti
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bersih dan
berwibawa (clean
governance)

Meningkatnya
manfaat hasil
pengawasan BPK,
BPKP dan APIP
KPU dalam
pencapaian tujuan
KPU

Persentase
penyelesaian
rekomendasi
BPK, BPKP dan
APIP yang
ditindaklanjuti

70%

70%

70%

70%

75%

Meningkatkan
akuntabilitas kinerja
di lingkungan KPU

Persentase KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
yang
mendapatkan
nilai

akuntabilitas
kinerja minimal B

60%

60%

70%

70%

70%

Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan dan
kinerja

Persentase Unit
kerja yang telah
melaksanakan
pembangunan
Zona

Integritas Menuju
WBK/WBBM

75%

75%

75%

75%

75%

6. Penyelenggaraan Pendidikan,

Pelatihan dan Pengembangan

Peningkatan
kompetensi SDM
KPU

Persentase
Pegawai yang
Telah Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan dalam
Rangka
Peningkatan
Kompetensi SDM

100%

100%

100%

100%

100 %

Jumlah PNS KPU
yang lulus S2
Program Studi
Tata Kelola
Pemilu maupun
program studi
Prioritas KPU
lainnya (IT,
Akuntansi,
Hukum) sesuai
jadwal

62 org

70
org

70
org

70
org

70 org

Terwujudnya Kajian
Litbang, Riset dan
Jurnal Kepemiluan

Jumlah Kajian
Litbang dalam
rangka Reformasi
Birokrasi

Kajian

Kajia

Kajia

Kajia

Kajian

Jumlah Dokumen
Riset dan Jurnal
Kepemiluan

Doku
men

Doku
men

Doku
men

Doku
men

Kajian
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Tabel 7 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

2020 - 2024
Il. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI
DEMOKRASI
Terlaksananya Persentase
penetapan Peraturan| Rancangan
KPU sesuai dengan | Peraturan KPU
ketentuan peraturan | yang disusun dan
perundangundangan | diharmonisasi 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
, serta dengan tepat waktu
pendokumentasian | sesuai dengan
informasi hukum, Kerangka Regulasi
dan penyuluhannya | KPU
Terwujudnya Persentase Satker
Dukungan Logistik yang
dalam mendistribusikan
Penyelenggaraan logistik
Pemilu/Pemilihan Pemilu/Pemilihan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
secara tepat
sasaran, tepat
jumlah, tepat jenis,
tepat mutu, dan
tepat waktu
Terwujudnya Persentase
Tahapan KPU/KPU
Pemilu/Pemilihan Provinsi/KPU
Sesuai Jadwal Kabupaten/Kota
yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan
jadwall
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Persentase
penyusunan Rancangan
rancangan Peraturan| Peraturan KPU
KPU sesuai dengan yfang dlsu_sun_dan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ketentuan diharmonisasi tepat
perundang- waktu sesuai
undangan dengan kerangka
regulasi KPU
Pesentase
rancangan
Peraturan KPU
terkait
tahapan
Pemilu/pemilihan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
yang disusun
melalui proses uji
publik
kepada pemangku
kepentingan
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Terlaksananya
pengelolaan dan
pelayanan informasi
hukum

Persentase produk
hukum yang
dikelola dan
didokumentasikan
sesuai peraturan
perundang-
undangan

92%

95%

97%

100%

100%

Persentase
informasi produk
hukum yang
disajikan secara
cepat, tepat, dan
akurat sesuai
dengan

SOP

90%

92%

93%

94%

100%

2.Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

Terlaksananya
penyelesaian
sengketa dan
pelayanan
pertimbangan hukum

Penurunan jumlah
sengketa hukum
dalam perkara
perselisihan
sengketa

hukum

65
perka
ra

59
perka
ra

53
perka
ra

48
perka
ra

43
perka
ra

Penurunan jumlah
sengketa hukum
yang

diajukan ke
Mahkamah
Konstitusi

14
perka
ra

13
perka
ra

12
perka
ra

11
perka
ra

10
perka
ra

Persentase
sengketa hukum
yang dimenangkan
KPU

88%

88%

89%

89%

90%

3.Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pe

milihan dan PAW

Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
Sesuai Jadwal

Persentase KPU,
KPU

Provinsi/KIP Aceh
dan

KPU/KIP
Kabupaten/Kota
yang menetapkan
jadwal tahapan dan
petunjuk

teknis
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan
jadwal.

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase KPU,
KPU

Provinsi/KIP Aceh
dan

KPU/KIP

100%

100%

100%

100%

100%
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Kabupaten/Kota
yang
memutakhirkan
data
wilayah/pemetaan
dan penetapan
Daerah Pemilihan
untuk

Pemilu Tahun 2024

Terlaksananya
layanan administrasi
PAW tepat waktu
dan sesuai aturan

Persentase proses
PAW anggota DPR
dan DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
dapat diselesaikan
dalam waktu 5 hari
kerja
Pengelolaan Calon | Persentase Calon 549 549 549 549 549
Peserta Pemilu Peserta Pemilu Sakte | Sakte | Sakte | Sakte | Sakte
yang dapat r r r r r
difasilitasi (Nasio| (Nasio| (Nasio| (Nasio| (Nasio
nal/ nal/ nal/ nal/ nal/
Provin | Provin| Provin| Provin| Provin
si/ si/ si/ si/ si/
Kabup | Kabup| Kabup | Kabup| Kabup
aten/ | aten/ | aten/ | aten/ | aten/
Kota) | Kota) | Kota) | Kota) | Kota)
Terwujudnya Jumlah Rancangan
Rancangan Pedoman Desain
Pedoman Desain dan
dan Template Template 5 > > 4 8
Kebutuhan Kebutuhan
Pemilu/Pemilihan | Pemilu/Pemilinan | Draft | Draft | Draft | Draft | Draft
Guna Mendukung Guna Mendukung
Tata Kelola KPU Tata
Kelola KPU
Tersedianya Jumlah dokumen
pedoman laporan SOP atau petunjuk
dan audit dana teknis untuk
kampanye, verifikasi | pelaporan Dana 1
partai politik Kampanye, 1 1 doku 1 1
dan/atau anggota Verifikasi Partai doku | doku doku | doku
. men
perorangan DPD Politik dan/atau men men men | men
syarat dukungan (daka | (verp (pers (daka | (daka
eoran
Calon m) ol) gan) m) m)
perseorangan yang
disusun sesuai
dengan tahapan
Pemilu/ Pemilihan
Persentase data
kepengurusan dan . 40% | 80% | 40% | 60%

keanggotaan partai
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politik yang
dimutakhirkan

4. Fasilitas

i Pelatihan Masyarakat

dan Penyelenggaraan

Hubungan Masyarakat

Pengelolaan Rumah
Pintar Pemilu

Provinsi/Kabupaten/
Kota yang telah
membentuk Pusat
Pendidikan Pemilih

549 549 549
Sakte | Sakte | Sakte
r r r

(Nasio| (Nasio
nal/ nal/
Provin | Provin
si/ si/
Kabup | Kabup
aten/ | aten/
Kota) | Kota)

nal/
si/

aten/
Kota)

(Nasio
Provin

Kabup

549
Sakte
r
(Nasio

nal/
Provin

si/
Kabup
aten/
Kota)

549
Sakte
r
(Nasio

nal/
Provin

si/
Kabup
aten/
Kota)

Pendidikan Pemilih
Kepada Masyarakat
Umum

Pendidikan Pemilih
Kepada Daerah
Partisipasi Rendah,
Daerah Potensi
Pelanggaran Pemilu
Tinggi, dan

Daerah Rawan
Konflik/bencana

Persentase satker
KPU
Kabupaten/Kota/KI
=]

Aceh yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
masyarakat umum

85% | 90% | 95%

98%

100%

Persentase satker
KPU
Kabupaten/Kota/KI
=]

Aceh yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
pemilih pemula

85% | 90% | 95%

98%

100%

Persentase satker
KPU
Kabupaten/Kota/KI
=]

Aceh yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
pemilih disabilitas

85% | 90% | 95%

98%

100%

Persentase satker
KPU di Daerah
Potensi
Pelanggaran
Pemilu

Tinggi, Daerah
Rawan
Konflik/Bencana,
dan atau Daerah
dengan
Partisipasi
Masyarakat Rendah

85% | 90% | 95%

98%

100%
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yang mendapatkan
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan

Demokrasi
Meningkatnya Persentase
kualitas layanan Permohonan
informasi dan data | informasi yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
yang cepat serta ditindaklanjuti
akurat melalui PPID sesuai

dengan SOP

Persentase

informasi dan

publikasi tahapan

Pemilu/Pemilihan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

yang dimuat di 10

media massa

Nasional

Persentase

informasi dan

publikasi tahapan

Pemilu/Pemilinan 4 5400 | 10096 | 1009 | 100%

yang ditampilkan di

media publikasi

KPU paling lambat

1 (satu) hari kerja
Sosialisasi Kebijakan | Persentase Nasio | Nasio | Nasio | Nasio | Nasio
KPU Kepada penyampaian nal; nal; nal; nal; nal;
Stakeholder (Partai | informasi dan 34 34 34 34 34
Politik, LSM, Ormas, | publikasi dalam Provin | Provin| Provin| Provin| Provin
Pemerintah Daerah, | tahapan Si; Si; Si; Si; Si;
Perguruan Tinggi, Pemilu/Pemilihan 514 514 514 514 514
dan Masyarakat) yang ditampilan di kab/k | kab/k | kab/k | kab/k | kab/k

media publikasi ota ota ota ota ota

Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

Terlaksananya Persentase KPU,
fasilitasi pengelolaan | KPU
data kebutuhan, Provinsi/KIP Aceh
pengadaan, dan
pendistribusian, KPU/KIP
serta pemeliharaan | Kabupaten/Kota
dan inventarisasi yang
logistik menyelenggarakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pemilu/pemilihan Pemilu/Pemilihan

tanpa ada

permasalahan

anggaran dalam

pemenuhan

kebutuhan

logistik

Persentase KPU,

KPU

100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Provinsi/KIP Aceh
dan
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KPU/KIP
Kabupaten/Kota
yang
melaksanakan
pengadaan logistik
keperluan
Pemilu/Pemilihan
dengan tanpa ada
kasus terhadap
proses pengadaan
yang
mengakibatkan
kerugian negara
atau pemborosan
uang negara

Persentase KPU,
KPU

Provinsi/KIP Aceh
dan

KPU/KIP
szfgpate”/'(ma 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
mendistribusikan
logistik
Pemilu/Pemilihan
tepat jenis, jumlah
dan waktu
Persentase
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
yang
menginventarisir
dan memelihara
logistik 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pemilu/Pemilihan 1
(satu) hari sebelum
pelaksanaan
pemungutan suara
dalam
Pemilu/Pemilihan
Ketersediaan Persentase 549 549 549 549 549
Log|st|k Pemilu penyediaan IOngtlk Sakter | Sakter | Sakter | Sakter | Sakter
Pemilu (Nasio | (Nasio | (Nasio | (Nasio | (Nasio
nal/ nal/ nal/ nal/ nal/
Provin | Provin | Provin | Provin | Provin
si/ si/ si/ si/ si/
Kabup | Kabup | Kabup | Kabup | Kabup
aten/ aten/ aten/ aten/ aten/
Kota) | Kota) | Kota) | Kota) | Kota)
Ketersediaan Suara | Persentase 549 549 549 549 549
Pemilin Hasil Pemilu | Pelaksanaan Sakter | Sakter | Sakter | Sakter | Sakter
Pemungutan (Nasio | (Nasio | (Nasio | (Nasio | (Nasio
sampai dengan nall - nall | nall - nall - nall
. Provin | Provin | Provin | Provin | Provin
penetapan hasil si/ i/ si/ si/ si/

Pemilu
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Kabup
aten/
Kota)

Kabup
aten/
Kota)

Kabup
aten/
Kota)

Kabup
aten/
Kota)

Kabup
aten/
Kota)

Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Tersedianya data,
informasi, sarana
dan prasarana
teknologi informasi
serta penerapan
egovernment KPU

Persentase KPU
Kabupaten/Kota
dan KPU Provinsi
yang melaksanakan
Pemutakhiran data
pemilih secara
berkelanjutan

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Sarana
dan Prasarana
Teknologi Informasi
untuk Sistem
Informasi yang
aman, handal dan
lancar

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Aplikasi
KPU yang
diterapkan secara

terintegrasi

50%

50%

65%

80%

100%

4.2. Kerangka Pendanaan
Target pendanaan KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun ke depan, yaitu :

1.

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp.

16.473.388.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

350.000.000,-

KPU sebesar

Rp.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

sebesar Rp. 19.019.699.000,-.

Tabel 8 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pasaman Barat Selama

42




076.01.01

Program Dukungan
Manajemen dan Tugas
Teknis

Lainnya

2.970.562

3.051.546

2.806.484

2.806.484

6.721.317

18.356.393

076.01.02

Program Peningkatan
Sarana

dan Prasarana Aparatur
KPU

350.000

350.000

076.01.06

Program Penguatan
Kelembagaan Demokrasi
dan

Perbaikan Proses Politik

7.678.534

1.151.854

160.853

120.553

18.653.164

27.764.949

BAB V
PENUTUP
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Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tahun
2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan
bagi pimpinan KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam menentukan rencana strategic dan
rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan
pemerintahan. Rencana strategis ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi

yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis KPU Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020-2024 merupakan
komitmen bersama KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang
ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, bila tidak dijadikan acuan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu,
dokumen ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan
Kinerja bagi masing- masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang

telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Renstra KPU Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2024

ini disusun, semoga Renstra untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.
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